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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan

skripsi sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri

Pendidikan dan Kebudayaaan RI No. 158/1997 dan N0.0543
b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi ini
digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum
diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut
ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan Tunggal

No. Has Nama Latin | Nama Latin Keterangan
Arab

1. | alif - Tidak dilambangkan
2. < ba’ B -

3. < ta’ T -

4. < s\a' s\ s dengan titik di atas
5. d jim j -

6. d h}a' h} ha dengan titik di

bawah

7 ¢ kha’ kh -

8. 2 Dal d -

9. 3 z\al z\ zet dengan titik di atas
10. J ra’ r -

11. J Zai z -

12. o Sin S -

13. o syin sy -

14. ol stad s} es dengan titik di bawah
15. ol d}ad d} de dengan titik di

bawah
16. ] tha’ t} te dengan titik di bawah




17. -] za’ z} zet dengan titik di
bawah

18. d ‘ain ¢ koma terbalik di atas

19. £ gain g -

20. o fa’ f -

21. A qaf q -

22. d kaf k -

23. J lam 1 -

24, p mim m -

25. O nun n -

26. 3 waw w -

27. A ha’ h -

28. s hamzah ’ apostrop

29. T ya’ y -

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddabh, ditulis lengkap
AR S ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta’ Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat,
fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
contoh: kil 38 : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta’ Marbu>t}ah mati dengan “h”
Contoh:4sll - T{alh}ah

Jika Ta’ Marbu>t}ah diikuti kata sandang “a/” dan bacaan kedua
kata itu terpisah maka ta’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan
dengan “h”  Contoh: 4all4as, - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia

s : ditulis Jama>‘ah
B i 4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata
AN doss . .

lain, ditulis t

Ju‘ 3\5)' - ditulis Ni ‘matulla>h
- ditulis Zaka>t al-Fit}ri
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D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
| D E— - Fath}ah a a
o E— —— Kasrah i 1
T — = dammah u u
Contoh:
i< - Kataba <y — Yaz\habu
Jiw — Su’ila SS3— Z|ukira

Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No Tanda Nam Huruf Nam
: Vokal ama Latin ama
1. - Fath}ah dan ai adani
ya’
2. e Falisigdan au adanu
waw
Contoh:
S Kaifa Jds» :H{aula

E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan
huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Lati Nama
o. | Vokal n

1. | - Fath}ah dan alif a a bergaris atas
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. Fath}ah dan alif _ .
2 o - . a a bergaris atas
layyinah
3. ¢- kasrah dan ya’ 1 1 bergaris atas
Cs- dammah dan waw a u bergaris atas
Contoh:
O 3 Tuh}ibbana
oLyl ral-Insan
P : Rama>
Ja : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
. dipisahkan dengan Apostrof
S ditulis aantum

- ditulis mu annas

& .

i gt
G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J ) ditulis dengan huruf kecil,
kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah
yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah)
maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3.  Masya>’ Alla>h ka>na wa ma> lam yasya’ lam yakun.
4. Billa>h ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
d\fm - ditulis al-Qur’a>n
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf
Syamsiyah  yang mengikutinya : ditulis as-Sayyi ‘ah
da )
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H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf
yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. Contoh:
Jaae  : Muh}ammad

a0 al-Wudd

I.Kata Sandang “J!
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf
syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ™.
Contoh: & 13 : al-Qur’an
3 ol - al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan
bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal
kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:
¢ oAl alay) : al-Ima>m al-Gaza>li>
& Oball aud) : al-Sab ‘u al-Mas\a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital
tidak digunakan. Contoh:
JIV e pmai 1 Nasrun minalla>hi
s Y140 : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan
harakatnya saja. Contoh:
G asle sbal: Thtya>" ‘Ulu>m al-Di>n



L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada
huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi
ini penulisan Kkata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya. Contoh : & B30 sea s JI ols : wa innalla>ha lahuwa
khair al-Ra>zigi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

i) frs
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ABSTRAK

Muhammad Firdaus Rosyadi. 2025. Politik Hukum Penambahan
Dana Desa Dalam Undang-Undang Desa. Skripsi Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon
Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana politik hukum penambahan
dana desa dalam perubahan kedua undang-undang desa nomor 3
Tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah membahas politik hukum
penambahan dana desa, mekanismenya serta akibat hukum yang
ditimbulkan dari penambahan dana desa. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui politik hukum undang-undang desa dan akibat hukum dari
penambahan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal
(normatif) atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan,
produk hukum serta beberapa doktrin yang berasal dari pengembangan
ilmu hukum, penelitian ini menggabungkan berbagai teori, gagasan,
dan prinsip hukum. Hasil penelitian ini menunjukan ada penambahan
dana yang diambil dari dana transfer daerah (on top) secara bertahap
yang bersumber dari APBN. Dalam ayat 4 pasal 72 menjelaskan
“Paling sedikit 10%” dan ayat 2 “mengefektifkan program yang
berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai
kemampuan negara” dengan arti lain ada penambahan namun tidak
semua desa mendapatkannya, hanya desa yang tertinggal dan
pembayaran penghasilan tetap yang dibayarkan melalui rekening desa.
Dalam penegakan hukumnya desa sudah diawasi oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah dan masyarakat desa.
Akibat hukum yang ditimbulkan dari penambahan dana desa yaitu
seperti: peningkatan sumber daya keuangan, pengelolaan keuangan
yang lebih baik, tanggung jawab hukum yang lebih ketat, masifnya
pembangunan desa, peningkatan otonomi desa serta peningkatan
partisipasi masyarakat desa.

Kata Kunci:Politik Hukum, Dana Desa, Akibat Hukum
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ABSTRACT

Muhammad Firdaus Rosyadi. 2025. Legal Politics of the Addition
of Village Funds in the Village Law. Thesis, Faculty of Sharia,
Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN)
K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ayon Diniyanto,
M.H.

This study examines how the legal politics of additional village funds
in the second amendment to village law number 3 of 2024. The focus
of this research is to discuss the legal politics of the addition of village
funds, its mechanism and the legal consequences arising from the
addition of village funds. The purpose of this study is to determine the
legal politics of village laws and the legal consequences of the addition
of village funds. This research uses doctrinal (normative) methods or
literature studies, legislation, legal products and several doctrines
derived from the development of legal science, this research combines
various theories, ideas, and legal principles. The results of this study
indicate that there are additional funds taken from regional transfer
funds (on top) in stages sourced from the APBN. In article 72
paragraph 4 explains "At least 10%" and paragraph 2 "streamline
village-based programs in an equitable manner and can be increased
according to the ability of the state™ in other words there is an addition
but not all villages get it, only underdeveloped villages and fixed
income payments paid through village accounts. In law enforcement,
the village has been supervised by the Village Council (BPD), the
Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the local
government and the village community. The legal consequences
arising from the addition of village funds are such as: increased
financial resources, better financial management, stricter legal
responsibility, massive village development, increased village
autonomy and increased village community participation.

Keywords: Legal Politics, Village Funds, Legal Effect
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terbawah di negara ini, untuk
menjalankan pemerintahan perlunya dana.! Dana desa diambilkan dari
APBN maupun APBD tentunya dengan efisiensi dana yang
dialokasikan agar pembangunan pada sektor desa bisa cepat tercapai.
Pada Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa menerangkan bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan
untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan
kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dengan cara
pemenuhan kebutuhan pokok, penggalian potensi ekonomi desa,
peningkatan prasarana desa, dan pemenfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan. Capaian pada pasal di atas tercermin
dari parameter indeks pembangunan manusia (IPM) yang melonjak
dan angka kemiskinan yang menurun, ini berarti peningkatan besaran
dana desa memberikan dampak positif dan mempercepat
pembangunan nasional yang berawal dari desa.?

Transfer ke daerah (TKD) salah satunya meliputi dana desa,
yaitu alokasi yang diperuntukan ke desa dengan maksud untuk

membantu administrasi pendanaan, pelaksanaan, pertumbuhan,

! Roy Marthen Moonti and Yusrianto Kadir, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan
Dana Desa,” Jurnal 1US Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 3 (2018): 430,
https://doi.org/10.29303/ius.v6i3, him 583.

2 Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor
... Tahun ... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa,” 2023, him 106.
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pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Formula alokasi
dana desa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok; 1) alokasi dasar,
merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa,
2) alokasi afirmasi, merupakan alokasi yang dibagi sesuai porsi dengan
kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal serta melihat dari jumlah
penduduk kurang mampu yang ada di dalamnya, 3) alokasi kinerja,
merupakan alokasi yang dibagi kepada desa yang baik kinerjanya, 4)
formula alokasi yang dihitung dengan melihat berbagai sektor yang
ada di dalam desa.’

Dalam rangka memperkuat pembangunan desa, pemerintah
bersama DPR telah menetapkan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan ketentuan Pasal 72 Ayat (4)
bahwa dana desa dialokasikan minimal 10% dari dana transfer ke
daerah dalam APBN setelah dikurangi dana bagi hasil, sehingga
bersifat wajib dan minimal. Penambahan dana desa ini diharapkan
menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta
meningkatkan pelayanan publik di desa secara berkelanjutan. Selaras
dengan hal ini Indonesia turut menyukseskan agenda Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development
Goals (SDG) 2030. Maksud dari pembangunan berkelanjutan
tergambarkan di dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan penurunan jumlah

desa tertinggal di Indonesia menjadi lima ribu desa serta memeratakan

3 Menteri Keuangan, “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA,”
Jdih.Kemenkeu.Go.ld, 2023, him 1-56.



pembangunan ke pelosok desa yang harapannya jumlah desa maju
bisa meningkat.*

Penambahan dana desa menjadi fenomena yang bagus terutama
untuk sektor pemerataan pembangunan di sektor wilayah paling kecil
yaitu desa. Pada tahun 2019, menurut Badan Pusat Statistika (BPS)
angka desa yang sangat tertinggal mencapai 5.061 artinya wilayah
yang disebut desa sangat tertinggal sangat kurang tersentuh
pembangunan®, sedangkan di sisi lain jumlah kasus korupsi di tingkat
desa pada tahun 2021 saja mencapai 154 kasus yang terkuak di
permukaan. Pengelompokan formula alokasi dana dibagi menjadi 4
(empat) yang dialokasikan secara bertahap baik sebelum tahun
anggaran atau saat tahun anggaran berjalan®, dari pengeluaran dana
secara bertahap ini yang membuat celah bagi oknum untuk melakukan
penggelapan yang menimbulkan pemerintahan desa mengalami
stagnan. Pemerintah perlu menyiapkan sistem untuk pengawasan dana
desa yang mengalami penambahan agar cita-cita untuk memeratakan
pembangunan bisa terwujud dan tidak disalahgunakan.

Dari uraian diatas peneliti ingin mencari arah, tujuan,
kepentingan dan perubahan pada Pasal 72 mengenai penambahan dana
desa minimal 10% yang diambil dari transfer daerah, dengan begitu

peneliti akan mengkaji, memahami dan menganalisa permasalahan ke

* Andi Eka Iftitah and Puji Wibowo, “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan
Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa,” Jurnal IImu
Pemerintahan Widya Praja 48, no. 1 (2022): him 17-36,
https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331.

> “Jumlah Desa Tertinggal Menurut Provinsi 2019,” Badan Pusat Statistik, 2019,
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5SMSMy/jumlah-desa-tertinggal-menurut-
provinsi.html.

® Menteri Keuangan, “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.”



dalam skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM PENAMBAHAN
DANA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG DESA”
B. Rumusan Masalah
Dari penjelasan di latar belakang, peneliti akan membahas dua
rumusan masalah berikut:
1. Bagaimana politik hukum penambahan dana desa dan undang-
undang desa?
2. Bagaimana akibat hukum dari penambahan dana desa?
C. Tujuan Penelitian
Penulis mengemukakan tujuan masalah sebagai berikut:
1. Mengetahui politik hukum undang-undang desa.
2. Mengetahui akibat hukum dari penambahan dana desa.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dikaji ini diharapkan dapat banyak manfaatnya,
yakni:
1. Kegunaan teoritis
Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan guna bisa
memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan
keilmuan yang ada di negara Indonesia.
2. Kegunaan praktis
Berguna mengetahui pembentukan hukum terkait desa.
E. Kerangka Teori
1. Politik Hukum
Politik hukum  menurut Satjipto Rabhardjo bahwasanya
“Usaha untuk memilih dan menemukan cara terbaik guna meraih

tujuan sosial dibarengi aturan tertentu di masyarakat. Ini memuat



poin pertanyaan penting, seperti: 1) tujuan apa saja yang ingin
dicapai; 2) bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan;
3)kebutuhan untuk mengubah hukum pada waktu tertentu; 4)
kemungkinan apa yang bisa membuat pola yang stabil dan jelas
dalam membantu memilih metode dan tujuan yang lebih optimal.”’

Secara bahasa, politik hukum adalah jenis interpretasi yang
berasal dari bahasa Belanda "rechtpolitiek” berarti “Politik
Hukum.” Politik hukum adalah “beleid” atau dalam bahasa
Indonesia dimaknai sebagai strategi. Adapun menurut beberapa
ahli, kata strategi dapat dimaknai sebagai perkembangan kegiatan
yang diajukan sekelompok atau pemerintah yang memperlihatkan
kendala di waktu tertentu dan membuka pintu untuk melaksanakan
proposisi untuk pendekatan untuk mencapai tujuan.®

Sementara itu, menurut pakar hukum Indonesia, misalnya
Padmo Wahjono, menyatakan bahwasanya “Politik hukum
merupakan suatu strategi organisasi negara yang bersifat dasar
guna arah, struktur, dan isi suatu peraturan yang akan dirancang
serta alat ukur apa yang digunakan untuk menolak sesuatu yang
berkenaan dengan peraturan di masa mendatang.”®

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah adanya kesamaan

esensi dengan politik hukum hal tersebut terdapat di dalam kata

’ Moh. Mahfud MD, “POLITIK HUKUM Di Indonesia,” 7th ed. (Jakarta: Rajawali
Pers, 2020), him 2.

8 Abdul Manan, “Dinamika Politik Hukum Di Indonesia,” 1st ed. (Jakarta: Kencana,
2018).

° Nabila Septia Imani, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan
Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Maslahah,” 2023,
https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/.



kebijakan untuk menentukan sebuah arah. Sebuah bentuk aturan
yang sedang berlaku atau akan berlaku, dari isi aturan yang akan
disahkan demi mencapai tujuan bangsa yang telah diputuskan oleh
pemerintah. Sederhananya politik hukum bila dilihat dari sudut
pandang masyarakat bisa diartikan sebuah pertanyaan mengenai
hukum itu akan dibawa kemana dan mau seperti apa hukum dibuat
untuk menuju cita-cita yang telah ditetapkan oleh dalam undang-
undang dasar. Dengan begitu maka politik hukum mempunyai dua
sisi yang saling melekat, pertama,berguna sebagai petunjuk arah
dalam proses pembuatan (legal policy) oleh lembaga yang
berwenang. Kedua, sebagai penilai untuk mengukur kesesuaian
peraturan dengan tujuan negara.©

Menurut Mahfud MD, bahwasanya “Esensi politik hukum
berfokus pada hubungan antara kekuatan politik dan produk
hukum, yang menekankan jika konfigurasi politik yang ada bisa
mempengaruhi bentuk serta sifat hukum yang dibuat oleh negara.”
Dalam hal ini hukum yang dibentuk melalui sebuah proses legislasi
tidak bisa lepas dari kepentingan atau politik. Beliau juga
menyampaikan bahwa jika sistem politik bersifat demokratis,
maka produk hukumnya cenderung responsif. Sebaliknya, jika
otoriter, produk hukum vyang dihasilkan akan cenderung
konservatif. Di dalam politik hukum mempunyai beberapa aspek
penting di dalamnya seperti;!

a. kebijakan resmi: politik hukum ialah sebuah kebijakan

yang resmi mengenai aturan yang akan diterapkan di

10 Moh. Mahfud MD, “POLITIK HUKUM Di Indonesia”, him 1-2.
1 Moh. Mahfud MD, him 7.



sebuah negara, baik melalui pembuatan aturan yang baru
maupun pergantian aturan dalam rangka meraih tujuan
sebuah negara.

b. kepentingan politik : konfigurasi politik yang ada bisa
mempengaruhi bentuk dan sifat hukum yang dibentuk
oleh negara.

c. perubahan hukum: politik hukum dapat berubah sesuai
dengan perubahan politik.

Politik hukum mempunyai peranan guna merancang taktik dan
tujuan yang nantinya akan diarahkan dalam pengimplementasian
dalam sebuah produk hukum dalam sebuah negara. Moh Mahfud
MD menyampaikan, “Politik hukum adalah legal policy yang akan
atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan
Indonesia”. Dari penjelasan tadi politik hukum meliputi,
sedikitnya ada tiga: pertama,kebijakan negara (garis resmi) atau
bisa disebut sebagai substansi tentang aturan yang akan disahkan
atau tidak guna mencapai tujuan sebuah negara, kedua,latar
belakang di dalamnya berisi politik, ekonomi, sosial, budaya
(poleksosbud) atas lahirnya produk hukum, ketiga, penegakan

hukum di dalam kenyataan lapangan.*?

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait politik hukum Undang-undang Desa
Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penambahan dana desa, penelitian

seperti ini sudah banyak dilakukan namun dengan berbagai bentuk

12 prof. Dr. Moh. Mahfud MD, him 3 - 4.



dan versi berbeda-beda. Untuk memperkaya data dan mendukung

penelitian ini, serta mencegah pengulangan topik, diperlukan

kajian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Studi terdahulu

yang sejalan dengan topik penelitian disajikan dalam tabel sebagai

berikut:
Tabel 1.1
Penelitian Relevan
No | Identitas Judul Persamaan | Perbedaan Jnsur
Kebaruan
1 | Skripsi “Politik Sama-sama | Objek Penelitian
Nabila Septia | Hukum membahas | penelitian akan
Imani, UIN | Undang- politik berbeda berfokus
K.H. Undang hukum peneliti pada
Saifudin Nomor 13| perubahan | terdahulu politik
Zuhri Tahun 2022 | undang- membahas | hukum
Purwokerto, | Tentang undang UU No 13 | Undang-
2023 Perubahan Tahun 2022 | Undang
Kedua tentang desa
Undang- perubahan | perubahan
Undang kedua UU | kedua
Nomor 12 No 12 | Nomor 3
Tahun 2011 Tahun 2011 | Tahun
Tentang Tentang 2024
Pembentukan Pembentuka | terhadap
Peraturan n Peraturan, | penambaha




Perundang- adapun n dana
Undangan penelitian desa.
Perspektif dalam
Maslahah” skripsi ini
menggunak
an  objek
undang-
undang
tahun 2024
nomor atas
transfiguras
i kedua
undang-
undang
tahun 2014.
Jurnal  Bina | “Politik Sama -sama | Perbedaan | Penelitian
Mulia Hukum dan | mengkaji landasan ini akan
Hukum, Politisasi tentang undang- berfokus
Volume 4 | Hukum Desa | undang- undang salah
Nomor 2, | Dalam Sistem | undang desa | peneliti satunya
2020, E- | Ketatanegara | serta latar | terdahulu pada
ISSN: 2540- | an Indonesia” | belakang menggunak | perubahan
9034 undang- an undang- | undang-
undang desa | undang undang
yang nomor 6 | baru
mendistorsi | tahun 2014 | khususnya
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desa  dari | sedangkan | akibat
kesatuan penelitian hukum
organik ini yang
sosiologis menggunak | timbul dari
menjadi an undang- | penambaha
sebatas undang n dana desa
pemerintaha | nomor 3
n desa. tahun 2024.
Jurnal  Riza | “Politik Sama- sama | Penelitian Penelitian
Multazam Hukum mengKkaji terdahulu akan
Luthfy, UIN | Pengaturan produk melakukan | mengupas
Sunan Ampel | Desa Dalam | hukum tinjauan politik
Surabaya,20 | Produk tentang desa | dengan hukum
21 Hukum?” baik secara | politik dibalik
eksplisit hukum pembuatan
maupun lebih dalam | undang-
implisit. ke peraturan | undang
desa  dan [ nomor 3
berfokus tahun 2024
pada melalui
peraturan naskah
desa yang | akademik.
secara
implisit
guna

memperkua
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t kedudukan

peraturan
desa,
sedangkan
penelitian
ini  hanya
mengupas
kulit  dari
latar
belakang
pembuatan
undang-
undang
terbaru.
Skripsi “Politik Sama-sama | Penelitian Penelitian
Zafarurrifqo | Hukum mengkaji terdahulu didasarkan
n Ayubi, UIN | Rancangan tentang inti kajianya | pada
Maulana Perubahan rancangan lebih perundang-
Malik Undang- undang- berfokus undangan
Ibrahim Undang undang pada baru serta
Malang, Tentang Desa | tentang penambaha | mengkaji
2023 Mengenai desa. n masa | politik
Penambahan jabatan hukum
Masa Jabatan kepala desa, | dibalik
Kepala Desa sedangkan | pembuatan
Dalam penelitian undang-
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Perspektif ini undang

Sadd Al- mengkaji nomor 3

Dzariah” transfiguras | tahun 2024
i undang- | tentang
undang penambaha
nomor 3 |n dana
tahun 2024 | desa.
secara
global

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah perkembangan dari beberapa

kegiatan ilmiah yang memahami bagaimana sistem kerja dari laporan

ilmiah berjalan, serta guna memahami sebuah objek dan subjek dalam

sebuah tinjauan yang ada sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengunakan doktrinal (normatif) atau
studi kepustakaan. Metode sebagian besar penelitian ini
menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang-undangan
serta menggunakan buku dan jurnal.** Beberapa produk hukum,
undang-undang yang mengatur tentang desa, serta doktrin yang
berasal dari pengembangan ilmu hukum. Peneliti akan
menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum yang

berkenaan tentang penambahan dana desa. Selama proses

13 PH.D Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., “Penentuan Metode & Pendekatan
Penelitian Hukum” (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).
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penyusunan penelitian ini, data atau informasi yang menarik atau
relevan dikumpulkan untuk diinvestigasi sehubungan dengan
politik hukum penambahan dana desa dalam undang-undang desa.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang mendukung dalam studi ini ialah sebagai
berikut:
a. Pendekatan Perundang-Undangan
Melalui cara meninjau serta menganalisis relevansi
undang-undang dan regulasi tentang desa dengan isu hukum
yang terjadi. Ketika menggunakan pendekatan ini peneliti
perlu memperhatikan struktur norma dalam wujud penataan
urutan atau hierarki perundang-undangan dengan sifat khusus
atau umum, atau norma itu ada di dalam Undang-Undangan
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun perubahan
keduanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Desa. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman
peneliti mengenai prinsip-prinsip hukum serta teori tentang
hierarki norma.!* Pendekatan ini akan dipakai untuk
menafsirkan dan memahami Pasal 72 di dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terkait.
b. Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan tidak
beranjak dari Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014
dengan peneliti membangun konsep sebagai acuan, konsep

akan dikonstruksi peneliti dari acara penelusuran sumber

14 Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,” Qiara Media, vol. 5, 2021.
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hukum sekunder yang memberikan banyak informasi tentang
undang-undang di dalam tema yang tercantum dalam buku-
buku hukum, artikel hukum dan ensiklopedia hukum.
Penelitian ini berangkat dari pandangan serta doktrin
hukum yang berkembang guna mengidentifikasi ide yang
menghasilkan pemahaman tentang hukum, konsep hukum,
dan prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
Pemahaman terhadap doktrin akan menjadi dasar utama
dalam penelitian ini guna membangun argumentasi hukum
yang kuat dalam menyelesaikan, memahami dan mengartikan
peraturan terkait.!®
c. Pendekatan Sejarah
Pendekatan sejarah menggunakan sistem pelacakan
track record history kelembagaan hukum atau mencari
aturan hukum mengenai desa dari zaman sebelum
kemerdekan hingga yang terbarukan, baik itu berupa aturan
tertulis maupun tidak tertulis yang masih relevan dengan
topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami
filosofi di balik aturan hukum, evolusi peraturan, perubahan
yang terjadi, serta dasar-dasar yang melandasi aturan
tersebut.’® Pendekatan ini akan berfokus dalam memahami
pembentukan undang-undang yang ada di dalam naskah
akademik dan sebab-sebab terjadinya perubahan.

15 Solikin.
16 Solikin.
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3. Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber data yang digunakan studi ini ialah data
sekunder yang mencakup:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Perundang-Undangan
b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Pentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011.
d. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa
b. Bahan hukum sekunder
Bahan sekunder mencakup berbagai prinsip atau teori
hukum yang diambil dari literatur hukum, temuan penelitian
dari artikel akademis, atau sumber dari situs web. Bahan ini
dimanfaatkan guna memberikan gambaran tentang bahan
hukum primer. Didukung dengan hukum sekunder, peneliti
dapat lebih mudah menganalisis bahan hukum primer yang
meliputi buku, jurnal, artikel, peraturan, serta tulisan-tulisan
terkait lainnya. Karena itulah, bahan hukum sekunder berperan
penting dalam memperkuat dan memperjelas pemahaman
terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer
ditunjang oleh bahan hukum sekunder untuk seperti naskah
akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan naskah
akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
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c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier digunakan untuk menguraikan juga
melengkapi bahan hukum primer serta sekunder. Contoh dari
bahan hukum tersier adalah kamus hukum, KBBI, dan lainnya.
4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan ini melalui prosedur inventarisasi dan
identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan
dan penyusunan sistematis bahan hukum yang relevan dengan
studi ini. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk
mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini ialah studi
kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut meliputi kegiatan
membaca, menelaah, mencatat, menyusun ulasan terhadap bahan
pustaka, serta melakukan penelusuran melalui media internet yang
berhubungan dengan topik.

Penelitian ini memakai metode studi pustaka yang artinya
pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi ataupun berkas
dan meninjau informasi serta keterangan-keterangan yang terbaik
dari sebuah karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan topik
yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis preskriptif merupakan jenis analisis yang
dipergunakan untuk memberi rekomendasi tentang tindakan yang
perlu diambil guna mengatasi berbagai masalah tertentu. Metode
ini dapat menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai
panduan dalam merampungkan permasalahan yang ada. Secara
khusus, preskriptif berarti bahwasanya objek studi hukum

melibatkan koherensi antara prinsip dan norma hukum, antara
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peraturan hukum dan norma hukum, serta antara perilaku individu

dan hukum.’

H Sistematis Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab, dengan
setiap sub-babnya akan mengulas secara detail mengenai tema dalam
penelitian, sehingga pembahasan menjadi komprehensif.

BAB | PENDAHULUAN, pada bab ini memuat hal-hal yang
mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu. Metode
penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB Il LANDASAN TEORI, pada bab ini akan menjelaskan
tentang teori pembentukan perundang-undangan serta politik hukum
selama masa perencanaan undang-undang.

BAB Ill PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, pada bab
ini akan menjadi pembahasan pada rumusan masalah pertama tentang
politik hukum penambahan dana desa dan undang-undang desa.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, pada bab
ini akan menganalisis akibat hukum seperti apa yang akan ditimbulkan
dari penambahan dana desa.

BAB V PENUTUP. Pada bagian ini akan menguraikan simpulan
yang menunjukan hasil akhir dari yang mempunyai kesesuaian dengan
rumusan masalah, tujuan masalah dan analisis dari bab-bab

sebelumnya. Sedangkan saran akan berisi himbauan kepada para

17 Sunaryati Hartono, “Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20,” 2nd
ed. (Bandung: Citra Adithya Bhakti, 2006).
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pembaca guna memberikan kritikan, informasi serta kegunaan dan

dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian yang lebih bagus.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan perundang-undangan ini merupakan langkah
penting yang merespons aspirasi dari Asosiasi Pemerintahan Desa
Seluruh Indonesia (APDESI) dengan tujuan utama meningkatkan
kesejahteraan desa secara menyeluruh. Perubahan pada Pasal 72 Ayat
(2), yang mengalihkan fokus program untuk menekankan pentingnya
program berbasis desa yang dilaksanakan secara berkeadilan. Ini
mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa
setiap desa memiliki akses yang setara terhadap sumber daya serta
peluang pembangunan. Diharapkan berbagai program dapat
dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Perubahan pada Pasal
72 Ayat (4) menghadirkan fleksibilitas dalam alur penerimaan dana
desa. Dana yang sebelumnya bergantung pada dana perimbangan kini
dapat diperoleh melalui DAU dan DBH, memberikan kepastian dan
kemudahan dalam pengelolaan dana desa. Ini memungkinkan desa
untuk merencanakan dan melaksanakan  program-program
pembangunan dengan lebih mandiri sesuai dengan potensi lokal
masing-masing. Pada pasal 72 Ayat (5) memprioritas alokasi sebesar
10% dari dana alokasi umum untuk pembayaran penghasilan tetap
perangkat desa, langkah strategis ini untuk mendukung
kelangsungan operasional desa. Penambahan Pasal 72 A memberikan
landasan hukum untuk pengelolaan dana desa yang transparan dan
terarah, didukung pengawasan internal oleh sekretariat pengawal
dana desa di tingkat kabupaten atau kota, serta pengawasan eksternal

oleh lembaga-lembaga pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.
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Sanksi tegas bagi kabupaten atau kota yang tidak memenuhi
kewajiban dalam alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas pemerintah daerah.

Penambahan dana desa dalam perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa berbagai dampak positif
yang signifikan bagi desa. Pertama, penambahan dana ini
berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,
karena adanya tambahan dana yang dapat digunakan untuk
pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, serta
pemenuhan kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Kedua,
penambahan dana desa juga mendorong peningkatan pelayanan
publik di desa, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan
pelayanan administratif, sehingga masyarakat desa dapat menikmati
pelayanan yang lebih baik dan merata. Selain itu, penambahan dana
desa memberikan kepastian hukum bagi desa untuk memperoleh
anggaran pembangunan secara berkelanjutan, sehingga pemerintah
desa dapat menyusun rencana pembangunan dengan terarah tanpa
khawatir kekurangan anggaran. Dana desa juga memberikan
landasan hukum bagi desa untuk melakukan pembelaan hukum jika
terjadi pemotongan, penundaan, atau pengurangan dana Ssecara
sepihak oleh pemerintah daerah, sehingga hak fiskal desa tetap
terlindungi dalam sistem keuangan negara. Namun demikian,
penambahan dana desa juga membawa beberapa dampak negatif
yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah adanya risiko
penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, terutama apabila

pemerintah desa belum memiliki perencanaan dan pengawasan yang
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baik dalam pengelolaan dana tersebut. Penambahan dana juga dapat
memicu manipulasi laporan keuangan, karena besarnya dana yang
dikelola dapat membuka peluang praktik penyimpangan dan korupsi
di tingkat desa. Dari aspek sosial-politik, penambahan dana desa
dapat memicu konflik horizontal dan ketegangan politik lokal di desa,
terutama menjelang pemilihan kepala desa karena posisi kepala desa
menjadi strategis dalam mengelola dana yang besar. Selain itu,
penambahan dana desa juga dapat memicu pergeseran nilai sosial
dalam masyarakat desa, di mana terjadi kecenderungan materialistik
dan munculnya ketimpangan sosial akibat distribusi dana yang tidak
merata atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu,
meskipun penambahan Dana Desa memberikan peluang besar untuk
meningkatkan pembangunan desa, diperlukan penguatan tata kelola
keuangan desa, pengawasan, dan partisipasi masyarakat agar dana
tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan

masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan

B. Saran
1. Pembentuk undang-undang, yang terdiri dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan pemerintah, perlu untuk lebih rinci tentang
dana desa dan peruntukannya. Hal ini sangat penting agar setiap
desa dapat memahami dengan jelas alokasi dana yang diterima
dan bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan
masyarakat. Oleh karena itu, segera diperlukan pembuatan
peraturan turunan yang menjelaskan secara detail tentang
peruntukan dana desa, termasuk jumlah pasti dana yang

diberikan oleh negara kepada setiap desa. Dengan adanya
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peraturan yang jelas, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau
kesalahpahaman dalam pengelolaan dana desa. Selain itu,
pemerintah juga perlu melakukan survei lebih lanjut mengenai
klasifikasi desa, mengingat banyak perubahan yang telah terjadi
di masyarakat saat ini. Klasifikasi ini penting untuk memastikan
bahwa setiap desa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan
kebutuhan dan potensi yang dimiliki, sehingga program-program
pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan tepat
sasaran.

. Penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun daerah,
perlu mengembangkan program pelatihan dan pendampingan
teknis secara berkelanjutan. Hal ini sangat diperlukan agar
aparatur desa mampu merencanakan, mengelola, dan
melaporkan penggunaan dana desa secara transparan dan
akuntabel. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai
dari manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, hingga
teknik pelaporan yang baik. Selain itu, masyarakat desa juga
perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan
kewajiban mereka dalam pengelolaan dana desa. Dengan
pengetahuan yang memadai, partisipasi masyarakat dalam
proses pengelolaan dana desa dapat meningkat, dan potensi
penyimpangan dalam penggunaan dana dapat diminimalisasi.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan
pengelolaan dana desa akan menciptakan rasa memiliki dan
tanggung jawab bersama, sehingga tujuan pembangunan desa

dapat tercapai dengan lebih baik.
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3. Pemerintah desa perlu didorong untuk melakukan inovasi dalam
pembangunan agar penggunaan dana desa tidak hanya bersifat
konsumtif, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi
kesejahteraan  masyarakat. Inovasi ini  bisa berupa
pengembangan program-program yang berbasis pada potensi
lokal, seperti pertanian berkelanjutan, pariwisata desa, atau
pengembangan industri kreatif. Selain itu, desa juga perlu
melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana desa.
Evaluasi ini sangat penting untuk mengukur efektivitas dan
efisiensi program yang telah dilaksanakan, serta menjadi acuan
dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Dengan melakukan evaluasi secara rutin, desa dapat
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan
dana, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk
meningkatkan kinerja dan hasil pembangunan. Dana desa dapat
digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat
desa.
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